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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-ienis Retribusi Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Khusus Parkir
merupakan ienis Retribusi vang dapat dilaksanakan di
Kabupaten Trenggalek

bahwa untuk mewuiudkan maksud sebagaimana dimaksud
pada huruf a. perlu diatur dengan Peraturan Daerah :

Tahun 1950 tentang
upaten dalam Lingkungan
egara Nomor 41 Tahun

Undang-undang Nomor
Pembentukan Daerah-daerah K
Propinsi Jawa Timur (Berita
1950)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685):

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 19987 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
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Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknis Penyvusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi

Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1887
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang

Retribusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998
tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999
tentang Pedoman Penvelenggaraan Perparkiran di
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Trenggalek

Dengan persetuiuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom vang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah
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Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek

Peiabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku :

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi
perseroan terbatas, perserocan komanditer. perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi., koperasi., vavasan atau organisasi vang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta badan usaha lainnva

Kendaraan adatlah suatu alat vang dapat bergerak
diialan, terdiri dari kendaraan bermotor atau
kendaraan tidak bermotor

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
bermotor vang tidak bersifat sementara

Tempat Khusus Parkir adalah tempat vang secara khusus
disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
vang meliputi pelataran/taman parkir dan gedung
parkir

Surat Pendaftaran Obiek Retribusi Daerah, vang
selanjutnya dapat disinglat SPdORD adalah surat vang
dipergunakan oleh Waiib Retribusi untuk melaporkan
data obiek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembavaran retribusi vyana terutang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, vang selaniutnva
dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan vang
menentukan besarnva ijumlah Retribusi vang terutang

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
untuk selaniutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat
Keputusan vang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi vang telah ditetapkan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar, vang
selaniutnya dapat disingkat SKRDLB., adalah surat
keputusan yvang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena ijumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi vang terutang atau tidak
seharusnya terutang
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m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, vang selaniutnya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda ;

n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan., SKRDKBT dan SKRDLB vang diaijukan oleh
Wajib Retribusi ;

o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan
tainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewaijiban retribusi daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah

p. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan vang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selaniutnya dapat
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti vang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana dibidang Retribusi Daerah vang teriadi serta
menemukan tersangkanva.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Obijek Retribusi adalah pelavanan tempat khusus parkir
vang meliputi

a. pelataran
b. taman parkir
¢. gedung parkir.

(2) Tidak termasuk obiek retribusi adalah tempat khusus
parkir vang dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan
Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 3

Subiek Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan
vang memanfaatkan/menggunakan/menikmati ijasa pelavanan
tempat khusus parkir.




Pasal 4
Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang
diwaiibkan untuk melakukan pembavaran retribusi atas ijasa
pelavanan tempat khusus parkir,
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

pPasal b

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan
Retribusi Jasa Usaha.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan
jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsip danh sasaran dalam penetapan struktur dan besarnva
tarif retribusi didasarkan pada tuiuan untuk memperoleh
keuntungan vang lavak sebagaimana keuangan yang panhtas
diterima oleh pengusaha seienis vang beroperasi secara
efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ienis tempat
parkir vang disediakan dan 1ienis kendaraan

bermotor.,

(2) Struktur dan besarnva tarif sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan sebagai berikut




- =

1
Jenis Tempat !
Parkir

Tarif

Jenis Kendaraan

1. Pelataran/Tal-
man Parkir |

!
!

2.Gedung Parkir

Bus.Truk dan alat besar|Rp.1.500,-/sekali parkir
lainnva |
Sedan. Jeep, Minibus,

pick up dan seienisnya |Rp. 500,-/sekali parkir
Sepeda Motor Rp. 300,-/sekali parkir
Sepeda Rp. 100,-/sekali parkir |

Bus,Truk dan alat besar
lainnva

Sedan., Jeep, Mimibus,
Pick up dan seienisnva

|Rp.1.500,-/6 iam
!
!
Sepeda Motor |
|
|
1

Rp. 500,-/6 jam
Rp. 300,-/6 iam
Rp

Sepeda . 100,~/6 iam

e o s o e e st 20 e . 42 s

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi vahg terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat
pelavanann khusus parkir diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Tempat Khusus adalah iangka waktu lamanva

6 (enam)

jam atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang retribusi adalah pada saat
diterbitkan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) waiib Retribusi waiib mengisi SPdORD.
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(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Waiib Retribusi atau kuasanva.

(2) Bentuk, isi. serta tata <cara pengisian dan pe-
nvampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 avat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan
menerbitkan SKRD atau dokumen lainnva vang
dipersamakan.

{2) Bentuk, isi dan tata <cara penerbitan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh
Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15
Dalam hal Waiib Retribusi tidak membavar tepat pada
waktunya atau kurang membavar., dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan

dari retribusi vyvang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

Retribusi vang terutang harus dilunasi sekaligus
dimuka.

Untuk retribusi vang terutang berdasarkan iangka
waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan
setelah berakirnva jangka waktu pemakaian.

Retribusi vang terutang dilunasi pada saat di-
terbitkannvya SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan.

Tata cara pembavyaran, penvetoran, tempat pembavaran
retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain
vang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan
keberatan vang menvebabkan iumlah retribusi vang
harus dibavar bertambah, vang tidak atau kurang
dibavar oleh Waiib Retribusi dapat ditagih melalui
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB XV
K EBERATAN
Pasal 18
Waiib Retribusi dapat mengaijukan keberatan hanva
kepada Bupati atau Peiabat vang dituniuk atas SKRD
atau dokumen lain vang dipersamakan, SKRDKBT dan

SKRDLB.

Keberatan diaijukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan—-alasan vang jelas.
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(4)

(6)

(1)

(3)

Dalam hal Waiib Retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan Waijib Retribusi, waiib retribusi harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi
tersebut.

Keberatan harus diaiukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan seiak tanggal SKRD atau dokumen
lain vang dipersamakan SKRDKPT, KBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila Waiib Retribusi tertentu
dapat menunijukkan bahwa ijangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannva.

Keberatan vang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dan avat (3) tidak dianggap
sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbanagkan.

pengaijuvan keberatan tidak menunda pelaksanaan pe-
nagihan retribusi,

Pasal 19

Bupati dalam iangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan vang diaiukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa meminta
seluruhnva atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnva retribusi vang terutang.

Apabila ijangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan
suatu Keputusan., keberatan vang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
Atas kelebihan pembavaran retribusi, Waiib Retribusi
dapat mengaiukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.
Bupati dalam iangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak diterimanva permohonan kelebihan pembavaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1). harus
memberikan keputusan.
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Apabila iangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
keputusan. permchonan pendembalian retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam iangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Waiib Retribusi mempunyai hutang retribusi
lainnya kelebihan pembavaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembavaran retribusi sebagai-
mana dimaksud pada avat (1) dilakukan dalam iangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan seijak diterbitkannva
SKRDLB.

Apabila pengembalian pembavaran retribusi dilakukan
setelah lewat ijangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembavaran kelebihan
retribusi.

Pasal 21
Permohonan pengembalian kelebihan pembavyaran
retribusi dilakukan setelah tertulis kepada Bupati
dengan sekurang-kurangnvya menvebutkan
a. nama dan alamat Waiib Retribusi :

b. masa retribusi

besarnva kelebihan pembavaran

e}

d. atasan vyang singkat dan ijelas.

Permohcnan pengembalian kelebihan pembavaran
retribusi disampaikan secara langsung atau melalui
pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Peiabat Daerah atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat per-
chonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan

menerbitkan Surat Perintah Membavar Kelebihan
Retribusi.
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(2) Apabila kelebihan pembavaran retribusi diperhitunakan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

({

2)

dengan utang retribusi lainnva, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 avat (4), pembavaran dilakukan dengan
cara pemindahbukuan ijuga berlaku sebagai bukti
pembavaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Bupati dapat memberikan pengurandgan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dengan mem-
perhatikan kemampuan Waiib Retribusi., antara lain
dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk
mengangsur.

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat
(1) antara lain diberikan kepada Waiib Retribusi vang

ditimpa bencana alam, kerusuhan.

Tata cara pengurangan kekeringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24
Hak untuk melakukan penagihan retribusi., kedaluarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun ter-
hitung seiak saat terutangnya Retribusi, kecuali
apabila Waiib Retribusi melakukan tindak pidana di-

bidang retribusi.

Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tertangguhkan apabila

a. diterbitkan Surat Teguran : atau

b. ada pengakuan hutang retribusi dari Waiib
Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
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BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Waijib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaiibannva,
sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banvak 4 (empat) kali iumlah retribusi vang terutang.

Tindak pidana vang dimaksud pada avat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyididkan tindak pidana
dibidang Retribusi Daserah.

Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada avat (1)

adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah., agar keterangan
atau laporan tersebut meniadi lebih ltengkap dan
ielas :

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orahg pribadi atau badan tentang ke-
benaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana retribusi daerah tersebut:

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah

[¢)

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan. dan dokumen-—
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi daerah

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penvitaan terhadap barang
bukti tersebut

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pe-
laksanaan tugas penvidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah
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a. menyuruh berhenti melarang seseorand meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e

h. memotret seseorana vang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah :

i. memanagil orang untuk didengar keterangannva di~
periksa sebagai tersangka atau saksi :

i. menghentikan penvidikan :

k. melakukan tindakan lain vang periu untuk ke-
lancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah menurut hukum vang dapat di-
pertanggqungiawabkan.

(3) Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) mem-
beritahukan dimulainya penyidikan dan menvampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai
dengan Ketentuan vang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentanag Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal~hal vana belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepaniang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih
taniut oleh Bupatit.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinvya., memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenqgalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Juli 2000

/4 BUPATI TR

ALEK,
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-ienis Retribusi
Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II maka Retribusi
Tempat Khusus Parkir merupakan ienis Retribusi vyang dapat
dilaksanakan di Kabupaten Trenagalek.

Bahwa untuk mewuijudkan sebagaimana tersebut diatas. maka
disusun ketentuan tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup ielas

Pasal 2
Cukup ielas

Pasal 3
Cukup ijelas

Pasal 4
Cukup ielas

Pasal 5
Cukup ielas

Pasal 6
Cukup ielas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup ijelas




Pasal 9
Cukup

Pasal 10
Cukup

Pasal 11
Cukup

Pasal 12
Cukup

Pasal 13
Cukup

Pasal 14
Cukup

Pasal 15
Cukup

Pasal 16
Cukup

Pasal 17
Cukup

Pasal 18
Cukup

Pasal 19
Cukup

Pasal 20
Cukup

Pasal 21
Cukup

Pasal 22
Cukup

Pasal 23
Cukup

Pasal 24
Cukunp

Pasal 25
Cukup

Pasal 26
Cukup

ielas

ielas

ielas

ielas

ielas

jelas

ielas

ielas

jelas

ielas

ielas

ielas

jelas

ielas

ielas

ielas

ielas

ielas




Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup ielas




